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BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

l{cnnor : '?4 Tahu* 2O11

TENTANG

PEDOilfiAN PENATAAN, PEflfiBANGUNAN, PEF'IGELOLAAN,

DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUi.iG ilfiAS

'. a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang

dalam penyelenggaraanya membutuhkan infrastruktur
menara teiekom unikasi;

b. bahwa pembangunan dan penggunaan menara
telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur
penciukung cian penyeienggaraan teiekomunikasi harus
memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan
estetika lingkungan;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas benrenang
mengatur penempatan lokasi menara telekomunikasi
dan mendapkan zana-zona bagi perrrbangunan menarci
di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah
dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas,
perlu menetapken Peraturan Bupati tenteng Pedcme*
Penataan, Pembangunan, Pengelolaan dan Penggunaan
Bersama Menara Telekomunikas di Kabupaten Gunung
tr__-
l\4aS;

'. 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kacupaten Sukamara, Kabupaten Lamanciau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Repubiik
lndonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4180 );

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun i992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3481);

3. Undeng-Undeng Ncrncr 5 Tahun 1999 tentang Larangan



A-.

5.

6.

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

lndonesia Nomor 3817);

Undang-U*dang Ncrnor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun i999 Nomor i54, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Ncneor 28 Tal"run 2AA2 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

lndonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 4247)',

7 . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubiik incionesia Tahun 2OO4

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2frfr4 t"iomoi='i25, Tambahan Lem'oaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844),

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daei"ah (Lambai'an iiegara Repubiik indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
lndcnesia Tahun 20AT Nonnor 67, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik lndonesia Nomor a724);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AA7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2AO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4725)-

12. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Repubiik incionesia Tahun 2009 Nomor i30, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 50a9);

13. UnCangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2009 Nomor
i40, Tambahan Lembar-an i{egara Repubiik indonesia
Nomor 5059);



14.

4E

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Repubiik lndonesia Tahun 2000 Nomor i67, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Ncmcr" 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor i08, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
lndonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nom.or
4075);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah l.lomor 41 tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Len-rbai-an Negara Repubiik indonesia i.ionior 474i);

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor
02lPERM. KOM I N FO 1312008 tentang Pedoman
Pembangunan cjan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

21. Per"aturan Bersama L4enteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan lnformasi dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18
Tahun 20Og / liomor 07/PRTiMiZAtgi liomor
19/PER/M.KOMINFOl03l2009l Nomor 31P12009 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama
Menara Teiekom unikasi;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11

Tahun 2004 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
Geciung.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13
Tehun zAM tentang lzin Gangguan;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung
Mas;

P*raturan D*rah Kabupaten Gunurlg l!4as Nq?ncr 4
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Gunung Mas;

16.

17.

24.

25.



26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 23
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Teiekomunikasi;

Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 14
Tahu+ 2908 tentang Tugas Pckck dan Fu;:gsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika Kabupaten
Gunung Mas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
Z4|PRTlMl2007 tentang Pedoman Teknis lzin
Menciirikan Bangunan Geci ung ;

Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor
O2IPER/.KOMINFO/312008 tentang Pedoman

27.

Memperhatikan : 1.

Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri. Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan lnformasi dan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18
Tahun 2009, Nornor O7IPRT/M 12009, Nonnor
1 9IPER/M. KOMINFO l03nOO9, Nomor 3lP 12A09 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama
i , ^ - --- T^i^l-.-, --il---i,Mtrilatd I eteKuiltuiltnaut,

Menetapkan .

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN,
PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
GUNUNG MAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas.

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika selanjutnya disingkat
Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika
Kabupaten Gunung Mas.

< t1^^^t^ n;-^^ ^r^t^h t1^^^t^ niha6 m^61^i,I^6^; l1^8"^;L^^; n^hJ. t\gPar€r rJu la9 clu€il€il r r\gPcilq L.rlr ra9 yal rlJ r r r!;r r rr.rluar \Jl nrjl r lur ilNaDr Lral I

lnformatika.

6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.

7. Satuan Kerja PerangKat Daeran yang selanjutnya disingKat SKPD adalan
Satuan Kerja Perangkat Daerah di iingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan dan

2.



pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan rnenara
telekomunikasi.

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, danlatau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tandatanda, isyarat, tulisan, gambar, suara,
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistern elektromagnetik
lainnya.

9. Badan usaha dalam negeri adalah koperasi, badan usaha milik daerah, badan
usaha milik negara, badan usaha swasta yang kepemilikannya oleh Warga
Negara lndonesia.

i0. Bacian usaha asing aciaiah bacian usaha yang kepemiiikannya oieh ifu'arga
Negara Asing.

I l. Penvelenooaraan Telekomunikasi adalah keolatan nenvediaan dan nelavanan.l--'.,r-.-,
telekom un ikasi seh ing ga mem u ng kin kan terselen ggaranya telekomu n ikasi.

12. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan
untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang
merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang
dipergunakan untuk kepentingan umum ,vang struktur fisiknya dapat berupa
rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa
simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana
nan r r n i o nrr rrlanarn ha*lra n nara nn lz af falalznmr rn ilza e i
lJerrurr]qrrv rrrvrrvrrrHqlr\qr r }Jvrqr rt nqt Lvpngr rut ttnqgr.

13. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan
beroperasi di Kabupaten Gunung Mas hingga periode disusunnya Cell Plan.

74. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara
bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.

15. Menara Kamuflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang
dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya
dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang
terbentuk dari simpul baja.

16. Penyelenggara telekomunikasi (Ielco Operator) adalah badan usaha dalam
negeri, bacian usaha asing, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan
keamanan negara yang menjadi operator telekomunikasi seluler.

17. Penyedia menara adalah perseorangan Warga Negara lndonesia atau badan
usaha dalam negeri yang memiliki dan menyediakan menara telekomunikasi
untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi.

18. Pengelola menara adalah badan usaha dalam negeri, instansi pemerintah, dan
instansi pertahanan keamanan negara yang mengelola dan/atau
mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain,

19. Penyedia jasa konstruksi adalah perseorangan atau badan yang usahanya
menyediakan layanan jasa konstruksi dibidang pembangunan menara.

20. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara
telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian
afae r{alarn honfrrk narnhar are.ifokfrrral dan narnhar cinil/cfrrrkfrrr knncfrrrkei

yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya
secara jelas dan tepat.

2l.Zona cell plan eksisfing adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400
meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting
per posisi selama kegiatan penyusunan eell plan samgai dengan ditetapkannya
Peraturan Bupati ini. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara
teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.



22.Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400
meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang
berisikan menara eksisiing yang akan menjacii bagian ciari menara bersama
dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-
menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis
maka ada toleransitertentu pada saat perencanaan pembangunan.

23. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis
r^-. r-^--i^r^- a^l-l-----,-:l---: l: ^^L- --L lr-L. --^l^-uat! Kgpauirtail lereKulIlulllKilsl ul seuuall r\auupatell.

24. Cell plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zana area untuk
penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan
stanciar teknik perencanaan jaringan seiuiar yang memperhitungkan
pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan
selular. Cell planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan
mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan llngkungan dan
menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait
dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wla-vah) dan akan menjadi bagian
dari Rencana Detail di Kabupaten Gunung Mas.

25. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan
koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola
persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam
peraturan ini.

26. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang benruujud, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh
Pemerintah yang ciapat ciimanfaatkan untuk membangun menara
telekomunikasi.

17 lzin l\/lanrlirikan Rannrrnan Monare vrnrr colanirrfnrra rlicinnkaf lMFl arlalah lzin'ir"""'
Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang benruenang
kepada pemilik menara untuk membangun menara baru atau mengubah
menara ieiekomunikasi sesuai ,jei-rgan peisyaratan yang beiiaku, dengan
memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban
menara.

28. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di
rlalarn fanah danlatar r air \/anrr h.orfr rnnci tidak cahanai tarnnaf rnanr rcia

melakukan kegiatan.

29. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara
tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang
diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan
lingkungann,va untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan
harmonisasi.

30. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio
selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara
handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan
percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan
beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.

31. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara
temporer pada iokasi tertentu dan clioperasionalkan dalam jangka waktu yang
tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk
penyediaan coverage selular baru atau memenuhi kapasitas trafik selular.

32. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan
ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.



33. Standar Nasional lndonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar
yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara
Nasionai.

34. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang
menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat
berfungsi sebagai centrai irunk, ivtobiie Swiiching eenbr (MSq, Base Siation
Contoller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama
(backbone transmission).

35. lnterferensiadalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupatt iniadalah :

a. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan telekomunikasi di daerah;
b. menciptakan ketertiban pembangunan dan penggunaan menara sesuai

aturan hukum yang berlaku ciengan tetap memperhatikan kebutuhan
komunikasi, keindahan tata ruang dan keserasian lingkungan, dan
keselamatan serta keamanan baik bagi penyelenggara telekomunikasi
maupun masyarakat sekitar;

c. mendorong penggunaan menara yang ada di daerah agar dapat memberi
kontribusi Iangsung khususnya kepada masyarakat sekitar menara umumnya
peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Rrrano linokuo Peratrrran Bunati ini terdlri dari :'-";'"-r
a. pembangunan menara;
b. penempatan lokasi menara bersama;
c. penggunaan menara bersama;
d. perizinan pembangunan menara;
e. retribusi
f . pemeliharaan menara telekomunikasi;
g. pengawasan, pengendalian dan perlindungan;
h. sanksi administratif.
i. ketentuan peralihan

BAB III
PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 4

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI atau standar baku
internasional untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan
memperhitungkan faktor-taktor yang menentukan kekuatan cian kestabiian
konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan teknis :

a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
b. Sosialisasi pendirian menara pada warga oekitar menara;
c. Struktur menara harus mamPu menampung paling sedikit 2 (dua)

Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung
menara bersama.



Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai
dengan KKOP;
Garnbar rencana teknis bangunan menara
(situasi, denah, tampak, potongan detail, perhitungan struktur);
Spesifikasi teknis pondasi menara
(penyidikan tanah, jenis pondasi, iumlah titik pondasi, geoteknik tanah);
Spesifikasi teknik struktur atas menara
(beban tetap, beban sementara, beban khusus, beban maksimurn yang
diizinkan, system konstruksi, ketinggian renara, protek terhadap petir);
Pengaruh gempa pada zona gempa.

Pasal 5

('t) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh
resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.

(2) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara
yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.

(3) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah berlaku untuk
jangka waktu 30 itisa puluh) tahun, kezuali apabila terjadi kondisi darurat.

(4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi
dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai bangunan geriung.

(5) Penyedia menara melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi menara secara
berkala peling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan rnehporkan hasilnya kepda
Bupati.

Pasal 6

Penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan
barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 7

(1) Menara-menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan peraturan Bupati ini
telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan waiib menjadi menara
bersama.

(2i Permohonan pembangunan menara baru di zona cell pia* eks,sfing akan
ditolak oleh Pemerintah Daerah sampai seluruh menara-menara eksrsfrng
dipergunakan untuk menara bersama.

Pasal I
Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada:

a. Zona Cell Plan menara baru; dan atau

b- Pada zona cell plan menara eksisting ketika menara-menara eksisting
sudah dipergunakan semra bersama*sama oleh minimal 2 (dua)
penyelenggara telekomunikasi.

BAB IV
PENEIUIPATAN LOKASI II'IENARA BERSAMA

Pasal 9

(1)Penempatan loka-s! meJrara dlbag! dahrn wihyah de-ngan memperhailkan
potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi,

d.

e.

t.

g.

h.



permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa
telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata
bangunan, estetika cian keamanan iingkungan serta kebutuhan teiekomunikasi
pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.

t/?\ Panarnnafan lnkaei irranara eahanairnana rlirnalzcrrrl narla qwol l'l\ harrre

sesuai dengan cell planning.

(3) Cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan maksimal
radius 400 (empat ratus) meter.

(4) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru minimal
dipergunakan oleh 2 (dua) penyeienggara teiekomunikasi, cian pembangunan
menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

(5\ Cell nlannina s,chanaimana dimakqrrd nada aval (2\ terfuano dalarn larnniran
'F""tl

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

('t) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang
memeriukan kriiei'ia khusus seperti untuk keperiuan meiereologi cian geofisika,
televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan
kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara
teiekomunikasi khusus instansi pemerintah seria keperiuan transmisi jaringan
telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan
estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu di Daerah,
l:--a^-^^l--- l^---- -^^l-^- tI^---- lr---.-tl. -^ ..--- 

-^-L--oiUisl-n8K?n oengan menggunaKan i-vienai'a Kamuliase yang pemoangunannya
dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar cell plan dan pada kawasan
cagar budaya, dan bentuk desainnya wajib disampaikan oleh pemohon izin
kepada Pemerintah Daerah untuk memperoieh pengkajian.

(3) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksr'sfing yang
rlirnililzi nlah Danrtalannnara Talalznrnrrnilzaci can-or*i rrann rlirnalzcrrrl nada arralvrr r rrrrr\r vrvr r r rvvsr u r vrvr\vr vvlrvr vr! r rvrrvvv Hsvs s, s(

(1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan lnformatika.

(4) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat
pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Kepala Dinas,
tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasronai dari BTS mobile sesuai
dengan koordinat yang telah ditetapkan.

(5) Penempatan BTS Mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam
radius tinggi menara dari BTS mobile

(6) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:

a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6
meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui
ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan
konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; danlatau

b. antena melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang
lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi
b a n g u na n fi !E n1 Er*i i p ir rn end ir ki; n g beb a 

= 
a nte n a

Pasal i i
Seiiap menara wajib dilengkapi dengan ldentitas Hukum cian penggunaan menara
vang rrteiiouti .



a. Nama Pemilik Menara Telekomunikasi
b. AlamaULokasi Menara Telekomunikasi
c. Tinggi Menara Telekomunikasi
d. Tahun Pembuatan/Pemasangan Menara Telekomunikasi
e. Kontraktor Menara Telekomunikasi
f. Beban Maksimum Menara Telekomunikasi
g. Koordinat Geografis
h. No. lMB. Tanggal IMB
i. No. HO, Tanggal HO
j. Luas Area Site
k. Daya Listrik terpaser4 dan
l. Data BTSlTelco Operator yang terpasang di menara.

BAB V
PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara atau
Pengelola Menara harua memberii<an kesempatan yang sairla tanpa diskriminasi
kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara
miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 13

(1) Penyedia Menara danlatau Pengelola Menara harus mernperhatikan ketentuan
hukurn tentang larangan praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat.

(2) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus menginformasikan
ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara
transparan.

{3) Penyedia Msrara dan atau Perqe+ola *lfenara waj*b r+erqgunakan sktern
antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu
menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan
keiayakan dan kemampuan secara teknis.

Pasal 14

(1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang
menimbulkan interferensi yang merugikan.

(2) Apabila terladi rnferferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi
yang menggunakan menara secara bersama wajih koordinasi.

(3) Dalam hal koordinasi sebagaimana elimaksud pada ayat (4 tidalq
menghasilkan kesepakatan, dapat dilakukan mediasi oleh Direktur Jenderal
Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 15

Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan
dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.



BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

('1) Untuk Pembangunan T'neRara dan penambahan BTS baru wajib tedebih dahulu
memiliki Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi dari Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Gunung Mas.

(2) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sesuai dengan Penataan Ruang yang ditetapkan dalam Dokumen Cell Plan
Menara Telekomunikasi dan kajian te,L.nis tenta+g I'.KOP.

(3) Syarat administrasi permohonan Rekomendasi adalah :

a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Gunung Mas;

b. Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen lainnya;
c. Nomar Pokok Wajib Paja.k iNPWP);
d. Tanda daftar perusahaan (TDP);
e. IMB Gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
f. Koordinat reneana pembangunan;
g. Rencana Ketinggian menara;
h. Pernyataan kesediaan untuk penggunaan bersama;
i. Pernyataan keseciiaan warga sekitar menara.

(4) Jenis perizinan yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian menara
falalrnrnr rnikaci ar{alah '

a. lzin Lokasi/ Fungsi Tata Ruang.
b. lzin Mendirikan Bangunan (lMB).

! ifi'Jfiilti:?'l,l'?';', Kerora Linskungan (uKL) / unit pengeroraan

Lingkungan (UPL).

(5) Sedangkan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayal (4) disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh
IMB.

BAB VII
RETRIBUSI

Pasal 17

(1! Pemerintalr Kabupaten Gunung Mas berhak memungut reUibusi
pembangunan menara telekomunikasi.

(2) Jenis retribusi yang dapat dipungut adalah :

a. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB).

b. Retribusi lzin Gangguan (HO).

c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.



BAB VIII
PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

{1} Penyedia Mer:ara Teleko.munikasi depat nnela.kuken kerjaserna dengan
Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan menara telekomunikasi
melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(2) Perrgeioia rnenara telekorr-runikasi wajib melaporkan i:asii perawaiannya
kepada Bupati sekurang-kurangnya setahun sekali untuk mengetahui kekuatan
menara yang dikelolanya.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pacia ayat (1), wajib memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

(1) Pengawasan dan pengendalian terlradap keberadaan menara telekomunikas!
dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika.

(2) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama
Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, untuk d'tiadikan pertimbangan
dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB X
SANKSI ADNilINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Ini, rnaka Daeraft
dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan keEntuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri darj :

Teguran;
Peringaian tertulis;
Pengenaan denda; atau
Pencabutan izin.

1.

2.
a.
D.

c.
d.

1_

2.

Pasal2l

Prosedur pemberian saksi administratif dimulai dengan teguran secara tedulis.

Apabila tidak mematuhi teguran sebanyak 3 (tiga) kali befturut-turut dalam
tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak
meiakukan perbaikan atas peianggaran yang disebutkan dalam ieguran maka
dikenakan peringatan tertulis.
Apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender dan
tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran yang disebutkan dikenakan
sanksi berupa pencabutan izin dan perintah pembongkaran bangunan menara.

Dalam hal perintah pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak dilakukan,

maka pembongkaran menara dilakukan oieh Pemerintah Daerah atas biaya
penyedia menara.

3.

4.



5. Dalam hal pembongkaran bangunan menara dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, maka penyedia dikenakan denda sebesar paling banyak 10% (sepuluh
persen) dari nilaitotal bangunan geciung yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Menara yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk menara bersama
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan,
namun belum memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(4), dibs"ikan kesernpatan untuk nnenyelesaikan perizlnenny,a paljrE larna 3
(tfga) bulan sejak peraturan iniberfaku.

(3) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun
menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan BupatJ ini muhi berlaku pada ta-nggal diundangkan= Agar seti+o orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perafuran Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan iGunung Mas
Pada 2S juU aDIt

UPA NG MAS

BINTIH

Diunciangkan ci Kuaia Kurun
Pada tanggal, 2' f VL{ ?rit

ARIS DAERAH
UPATEN GUNUNG

ATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR . AICIBERITA DAERAH
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